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JAKARTA - Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah III Ditjen Bina
Pembangunan Daerah Kemendagri TB. Chaerul Dwi Sapta mengatakan
penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di daerah yang telah diatur
dalam berbagai regulasi yang berlaku, menyiratkan bahwa saat ini penerapan
SPM bukan lagi tentang target kinerja atau bagaimana menjalankan tugas
pemerintahan sehari-hari sesuai dengan Standard Operating Procedure (SOP),



melainkan sebagai suatu pemenuhan dasar warga negara. 

"Oleh karenanya, jenis pelayanan yang termuat dalam SPM bersifat mutlak dan
individual serta belanja daerah pun diprioritaskan untuk mendanai urusan
pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar," kata Chaerul saat
membuka rapat koordinasi pusat dan daerah dalam rangka Bimbingan Teknis
(Bimtek) perencanaan dan pengumpulan data Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Bidang Trantibumlinmas, Kamis (25/4/2024) di Sentral Cawang Hotel Jakarta.

Lebih lanjut, Chaerul mengatakan kesinambungan akan ketersediaan dan
keterjangkauan pelayanan SPM yang diberikan oleh pemerintah daerah harus
selalu ada setiap tahunnya yang tercantum dalam dokumen perencanaan
pembangunan daerah dan dokumen penganggarannya serta menjadi salah satu
isu strategis daerah. 

"Terjaminnya pemenuhan SPM merupakan salah satu indikator dalam laporan
penyelenggaraan pemerintahan daerah setiap tahunnya sesuai dengan
Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 yang saat ini sedang mengalami proses
revisi," imbuh Chaerul. 

Sebagai informasi, rata-rata capaian layanan SPM bidang Trantibumlinmas tahun
2023 di provinsi dan kabupaten/kota adalah sebagai berikut: layanan
ketentraman dan ketertiban umum provinsi 87,13%; layanan ketentraman dan
ketertiban umum kabupaten/kota 85,03%; layanan informasi rawan bencana
82,44%; layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana 82,99%;
layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana 84,41%; dan layanan
penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran 84,98%.

Melalui Rakor ini, Chaerul berharap dapat memberikan penguatan pemahaman
kepada pemerintah daerah dalam menerapkan Permendagri Nomor 59 Tahun
2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM), khususnya empat
tahapan penerapan SPM.

Selain itu, memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai tugas dan



kewajiban Tim Penerapan SPM di daerah dalam proses perencanaan dan
penganggaran melalui pengintegrasian hasil pengumpulan data beserta dengan
hasil penghitungannya ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran
daerah OPD pengampu SPM Trantibumlinmas.

"Indikator SPM urusan Trantibumlinmas menjadi isu prioritas di dalam dokumen
perencanaan pembangunan daerah. Oleh karena itu, setiap program dan
kegiatan serta penganggaran harus tercantum di dalam dokumen perencanaan
pembangunan daerah yang terdiri atas dokumen Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD),
Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah,"
pungkas Chaerul.

Rakor pusat dan daerah dihadiri secara luring oleh perwakilan Satpol PP, Dinas
Damkar, BPBD, dan Bagian Program terdiri dari provinsi dan kabupaten/kota
yakni Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I Yogyakarta, Banten, Lampung,
Kepulauan Riau, Riau, Kalimantan Timur, Sumatera Utara, Sulawesi Tenggara,
Bangka Belitung, NTB, Sulawesi Selatan, Kabupaten Klaten, Siak, Aceh Barat,
Sumedang dan Jeneponto serta provinsi, kabupaten/kota lainnya hadir secara
daring. (red) 


